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A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab  Nama  
Latin  

Huruf  Keterangan  

  Alif  -  Tidak dilambangkan ا 

  Bā  B  B ب 

  Tā  T  Be ت 

  Sā  S  Ta ث 

  Jim  J  S dengan titik di atasnya ج 

  Hā  H  Je ح 

  Kā  Kh  h dengan titik di atasnya خ 

  Dāl  D  De د 

  Zāl  Z  Z dengan titik di atasnya ذ 

  Rā  R  Er ر 

  Zāi  Z  Zet ز 

  Sā  S  Es س 

  Syīn  Sy  Es dan Ye ش 

  Sād  S  s dengan titik di atasnya ص 

  Dād  D  d dengan titik di atasnya ض 
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  Tā  T  t dengan titik di atasnya ط 

  Zā  Z  z dengan titik di atasnya ظ 

  Ain  ‘  Koma terbalik di atasnya‘ ع 

  Gāin  G  Ge غ 

  Fā  F  Ef ف 

  Qāf  Q  Qi ق 

  Kāf  K  Ka ك 

  Lām  L  El ل 

  Mim  M  Em م 

  Nun  N  En ن 

  Wawu  W  We و 

  Hā  H  Ha ه 
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  Ya’  Y  Ye ي 

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap 

   : ditulis Ahmadiyah  

C. Ta’ Marbuthah di akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia  

  : ditulis Jama’ah 
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2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  

   : ditulis ni’matullah  

  : ditulis Zakat al-fitri 

D. Vokal Pendek  

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u  

 
E. Vokal Panjang  

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda (-) di atasnya.  

2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + 

wawu mati ditulis au.  
 

F.  Vokal-vokal  Pendek  yang  Berurutan  dalam  Satu  Kata 

dipisahkan dengan Apostrof  

: ditulis a’antum 

: ditulis mu’annas 

G. Kata Sandang Alif + Lam  

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …  

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  

3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.  

4. Billâh ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
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: ditulis al-Qur’an  

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah 
yang mengikutinya  

: ditulis asy-syayi’ah  

H.  Huruf Besar  

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum EjaanBahasa 

Indonesia (PUEBI) 

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau  
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ABSTRAK 

Kana Akhsinawati, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Perspektif Maqashid 
Syariah. Skripsi. Pekalongan: Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas 
Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 
Ahmad Fauzan, M.S.I 

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan kehendak rakyat 
indonesia, yangmana hal tersebut sebagai perwujudan dari konsep negara hukum.1 
Pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang pemenuhannya dapat menunjang 
terciptanya pemerintahan yang baik. Pelayanan berbelit-belit, memakan waktu 
yang lama, persyaratan yang rumit, biaya yang mahal, dimana tak jarang dalam 
mengurus suatu izin usaha tertentu sangat melelahkan, tidak efektif, efisien baik 
waktu maupun biaya.2 Mal Pelayanan Publik hadir melalui PERMENPAN-RB 
Nomor 23 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melalui surat 
keputusan Bupati No. 060/48/2019 membentuk Mal Peayanan Publik di 
Pemerintah Kabupaten Batang dengan 25 instansi dan 333 Pelayanan. Dalam 
perkembangannya dasar pembentukan MPP berubah dengan disahkannya 
PERPRES Nomor 89 Tahun 2021, didalamnya diatur mengenai penyelenggaraan 
MPP dan menghendaki semua pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan 
MPP untuk terus menyelenggarakan dan wajib menyesuaikan apabila terdapat 
hal-hal yang bertentangan dengan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021. Penting 
diteliti penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang sekarang ini sudah sesuai 
dengan peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan bagaimana implikasinya 
untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Yang kemudian penulis 
analisis menggunakan teori maqashid Syariah pemikiran  Jasser Auda. Karena 
reformasi pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda merupakan perluasan 
kemaslahatan dalam ranah universal (publik) ini dinilai relevan dengan 
penyelenggaraan MPP sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan 
untuk kesejahteraan masyarakat (kepentingan publik).  

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian yuridis empiris, 
menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Dengan objek 
penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Adapun dalam analisis 
menggunakan analisis kualitatif deskriptif menggali, menyusun secara sistematis 
data yang sudah kumpul selanjutnya mendeskripsikan/menampilkannya dalam 
bentuk uraian kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hasil 
penelitan, dan dapat membuat hasil kesimpulan yang mudah dipahami. 

Hasil Penelitian, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten 
Batang belum sepenuhnya sesuai dengan PERPRES Nomor 89 tahun 2021, 
diantaranya belum adanya peraturan kepala daerah yang mengatur 
penyelenggaraan teknis MPP, kurangnya pengelolaan website MPP, dan belum 

 
1 Muhammad Solikhudin, Good Governance Mengurai Penyelengaraan Negara Yang Bersih 

Dengan Maqashid Syariah (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 1. 
2 Tomo Hs, Reformasi Birorasi Menuju Good Governance (Jakarta: Indocamp, 2019), 48. 
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ada inisiasi pelayanan bergerak dan pelayanan mandiri. Terlepas dari 
ketidaksesuaian tersebut, hadinya MPP di kabupaten Batang sudah membawa 
perubahan dalam peningkatan pelayanan terbukti dengan kepuasan masyarakat 
yang meningkat, dinilai kebijakan tersebut mendatangkan maslahah bagi 
masyarakat sesuai dengan tujuan Syariah (Maqashid Syariah), ini relevan dengan 
pemikiran Jaseer Auda bahwa suatu hukum harus mendatangkan kemaslahatan 
secara universal. Adapun 6 pendekatan sistem yang diusungkan jasser auda turut 
serta memberikan kontribusi sebagaimana penyelenggaraan Mal Pelayanan 
Publik Kabupaten Batang.  
 
Kata kunci : Good governance, Mal Pelayanan Publik, Maqashid Syariah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berkaitan dengan 

administrasi negara diatur dalam hukum administrasi negara, dimana 

didalamnya mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsinya untuk menjamin kepastian 

hukum, menjamin keadilan hukum, dan sebagai pedoman dan ukuran.1 

Perbuatan administrasi negara merupakan perwujudan tugas 

pemerintah. Viktor Situmorang berpendapat bahwa tujuan atau tugas 

pemerintahan berbeda jika dibandingkan dengan perkembangannya dari 

dahulu hingga sekarang. Dahulu tugas dan tujuan pemerintah hanya membuat 

dan mempertahankan hukum atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman, 

sekarang ini tugas atau tujuan pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-

undang (menurut Maurie Duverger Dan Hans Kelsen), atau untuk 

merealisasikan kehendak negara (menurut Jellinek), akan tetapi lebih luas 

daripada itu yaitu untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sebagaimana 

yang dikatakan Kranenburg Dan Malezieu. Penyelenggaraan kepentingan 

umum juga merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(AAUPB), yangmana dalam hal ini menghendaki pemerintah selalu 

mengutamakan kepentingan umum.2  

 
1 W. Riiawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 41. 
2 W. Riiawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 182. 
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Perubahan paradigma dalam bidang kepemerintahan dalam era pasca 

reformasi ini menjadi topik utama dalam paradigma baru kepemerintahan di 

Indonesia. Paradigma yang selama ini menjadi aspek pemerintahan dengan 

kecenderungan dengan kekuasaan, sekarang berubah menjadi kewenangan 

untuk pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah 

good governance.3 

United nations development programme (UNDP), mendefinisikan good 

Governance sebagai sebuah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara 

negara, sektor swasta dan masyarakat. selain itu Lembaga Administrasi Negara 

mendefinisikan sebuah penyelenggaraan negara yang solid dan 

bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan 

interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan negara, sektor swasta 

dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2002 merumuskan 

arti good governance sebagai kepemerintahan yang mengembangkan dan 

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat.4 Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa 

penyelenggaraan pelayanan yang baik menjadi aspek penyelenggaraan 

pemerintahan dan menjadi  salah satu prinsip perwujudan good governance.  

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan, dalam mewujudkan 

cita-cita negara yang ditertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, 

 
3 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), 244. 
4 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2017), 250. 
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yaitu “Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa”, dalam hal ini pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik yang baik bagi 

masyarakat. Pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk 

masyarakat, sebagai percepatan perwujudan peningkatan pelayanan publik 

pemerintah mengundangkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

Dalam undang-undang pelayanan publik diamanatkan mengenai 

penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu di Indonesia. Pernah hadir 

pelayanan terpadu generasi pertama dalam bentuk PTSA (Pelayanan Terpadu 

Satu Atap), generasi kedua PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang 

kemudian sekarang dihadirkan Mal Pelayanan Publik inovasi pelayanan yang 

terintegrasi5 melalui PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal 

Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik menjadi sebuah langkah perubahan 

sistem pelayanan publik di Indonesia. dinilai lebih progresif dan akomodatif 

dalam menggabungkan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

BUMN dan BUMD atau pihak swasta dalam satu gedung. 

Hadirnya inovasi tersebut tidak lain sebagai solusi permasalahan dalam 

bidang pelayanan publik. penyelenggaraan pelayanan publik oleh 

pemerintahan yang lama, berbelit-belit, adanya syarat-syarat yang rumit dan 

peraturan yang tidak fleksibel. Tidak jarang untuk memperoleh pelayanan 

sederhana, masyarakat/pengguna jasa sering kali menghadapi kesulitan-

 
5 Dadang Suwanda, Wirman Syafri, Tjahya Supriatna, Mal Pelayanan Publik (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2021), 42.  



4 

kesulitan yang beragam.6 Permasalahan tersebut hampir terjadi disetiap daerah, 

hal ini disebabkan pelayanan publik dinilai sebagai kebutuhan pokok manusia 

dalam bernegara, dimana penilaian terhadap penyediaanya bisa dinilai secara 

langsung oleh masyarakat, begitupun di Kabupaten Batang Provinsi Jawa 

Tengah. 

Sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelayanan yang 

kurang baik, upaya Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat 

dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dan 

Meningkatkan kemudahan akses layanan masyarakat serta sebagai penyelaras 

dan pelaksanaan kebijakan pemerintah PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 

2017 tentang Mal Pelayanan Publik dan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31/2019 tentang perubahan surat 

keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mal pelayanan 

publik tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Keputusan Bupati 

Batang Nomor 060/48/2019 Tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik 

menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Batang yang diresmikan pada 23 Januari 2020 oleh Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Tjahjo Kumolo dengan 24 Instansi tergabung dan 330 

Pelayanan, belum semua instansi pelayanan tercover di MPP Kabupaten 

Batang, hal ini dikarenakan sarana dan Gedung penyelenggaraan masih 

seadanya dan belum memadai, ditakutkan jika semua instansi pelayanan di 

 
6 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2014), 67-96. 
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kabupaten batang dicover dengan keadaan yang sedemikian rupa akan 

menggangu kenyamanan dan keefektifan pelayanan.7 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik merupakan 

peraturan transisi dimana kemudian dalam perkembanganya diundangkannya 

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik 

sebagai Dasar dari penyelenggaraan MPP dan Peraturan turunanya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 92 

Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik.8 

Dalam peraturan presiden pada Ketentuan Peralihan dijelaskan 

“pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan MPP 

sebelum berlakunya peraturan presiden ini, tetap menyelenggarakan MPP dan 

jika terdapat ketentuan penyelenggaraan MPP yang bertentangan dengan 

Peraturan Presiden ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak 

tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini”. Dalam penyelenggaraannya MPP 

di Kabupaten Batang masih berdasar pada SK Bupati Batang Nomor 

060/48/2019 Tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik, hal ini tidak sesuai 

dengan aturan peralihan dalam peraturan presiden. Dalam peraturan presiden 

dijelaskan mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Selain itu penggunaan 

Surat Keputusan dalam penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang ini berakibat 

 
7 Silvi, Wawancara Pribadi, Kantor MPP Kabupaten Batang,  
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 

Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 
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pada kepastian hukum. Selain itu berangkat dari teori yang kemukaan oleh hans 

kelsen bahwa suatu hukum yang lebih tinggi bersifat abstrak dan hukum yang 

lebih rendah bersifat konkret. Sehingga pentingnya peraturan kepala daerah 

sebagai peraturan penerjemah peraturan diatasnya dan penyesuaian dengan 

kondisi masyarakat sekitar. agar pelaksanaan dari Mal Pelayanan Publik dapat 

berjalan dengan tertib, kondusif dan sesuai dengan tujuan yang hendak dituju. 

Melihat dari kondisi diatas dimana MPP kabupaten Batang belum sesuai 

dengan peraturan yang mengatur. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

(MPP) di tengah pemerintah daerah kabupaten batang penting diteliti untuk 

mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Batang menurut Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan bagaimana 

implikasinya terhadap kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Batang.   

Penyediaan pelayanan yang baik menjadi faktor cerminan terwujudnya 

pemerintahan yang baik (good governance). Apabila dihubungkan dengan 

hukum islam Good governance merupakan bagian Fiqh karena semua 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran 

manusia, dan bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan 

dijauhkan dari kerusakan, ini selaras dengan konsep teori Maqashid Syariah. 

Maqashid berarti tujuan. Jaser auda menyatakan bahwa Maqashid menjadi 

tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum hukum islam dengan 

membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. 

Maqashid mempresentasikan hubungan antara hukum islam dengan ide-ide 

terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban. Corak 

pemikiran maqashid Syariah jasser auda adalah pengembangan pemikiran dari 
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maqashid klasik. Jika dalam maqashid klasik dibahasakan dengan penjagaan 

atau pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, kehormatan, dan 

harta, dalam maqashid kontemporer dikembangkan ke arah yang lebih 

universal. Jasser auda dalam pemikirannya juga menggunakan enam fitur 

sistem sebagai pisau analisisnya dalam maqashid Syariah, diantaranya 

kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, 

multidimensionalitas, kebermaksudan.  

Bisa dilihat bahwa Asas-asas good governance selaras dengan 

maqashid Syariah dalam hukum islam. jika fitur kebermaksudan ditarik ke 

ranah good governance, tujuan dari pembentukan tata Kelola pemerintahan 

yang baik adalah munculnya akuntabilitas, pelayanan yang baik dan lain 

sebagainya. Jika fitur kemenyeluruhan ditarik ke ranah good governance, maka 

perlu adanya beberapa aksioma sebagai bahan pembanding dan pelengkap. Jika 

fitur hierarki saling berkaitan ditarik ke kajian good governance, maka kajian 

maqashid yang lama bersifat individu diperluas ke ranah publik seperti 

kesejahteraan masyarakat, pengelolaan harta negara, dan lain sebaginya.  

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti menggunakan pisau analisis 

teori Maqashid Syariah pemikiran Jasser Auda, karena selain konsep sistem 

yang diusulkan selaras dengan asas-asas good governance sebagaimana yang 

sudah dijelaskan pada paragraph diatas, pemikiran Jasser Auda lebih mengarah 

kepada kemaslahatan publik, ini sesuai dengan objek yang hendak diteliti oleh 

peneliti yaitu apakah inovasi Mal Pelayanan Publik untuk peningkatan 

pelayanan publik sebagai perwujudan good governance bisa menciptakan 

kemaslahatan/kemanfaatan publik khususnya masyarakat Kabupaten Batang. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengambil judul 

“Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Batang Perspektif 

Maqasid Syariah”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Apakah penyelenggaraan MPP sudah sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 89 Tahun 2021? 

2. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

di Kabupaten Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di 

Kabupaten Batang berdasar dengan ketentuan peraturan presiden nomor 

89 tahun 2021. 

2. Mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di 

kabupaten Batang dengan konsep Maqashid Syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis  

Penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih 

lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah untuk kepentingan studi 

ilmiah, diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan pemahaman dan 

pembelajaran bagi penelitian lanjutan atau pengembangan mengenai 

kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah, serta semoga Penelitian ini bisa memberi kontribusi pemikiran 
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dalam pengoptimalan perwujudan pelayanan publik yang baik sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Praktis  

Penelitian ini dapat menjadi saran/masukan untuk pihak-pihak 

terkait, baik pemerintahan daerah kabupaten Batang, Mal Pelayanan 

Publik kabupaten batang dalam praktik peningkatan mutu pelayanan 

publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. serta hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau pedoman dalam 

penyelenggaraan mal pelayanan publik bagi daerah lain yang belum 

meresmikan mal pelayanan publik maupaun daerah yang sudah 

meresmikan mal pelayanan publik. 

E. Kerangka Teoretik 

Good governance merupakan suatu wacana mengenai tata Kelola yang 

ideal dalam pemerintahan. Lipchack mendefinisikan governance sebagai “how 

governance functions dan works together withothers to make decisions and 

take action to dela with the needs of its citizens” (bagaimana pemerintah 

berfungsi dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengabil Tindakan 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia)9. Good governance 

merupakan proses untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang baik oleh 

tata kelola yang baik. hal tersebut memuat karakteristik yang memiliki efek 

positif pada berbagai aspek pemerintah, baik lokal maupun pusat, termasuk 

kebijakan konsultasi dan praktik, prosedur pertemuan, tata cara kualitas 

pelayanan, perilaku pejabat, klasifikasi tugas dan hubungan kerja yang baik. 

 
9 Lukman hakim, problem demokratisasi dan good governance di era reformasi (malang: UB 

Press, 2013), 10. 
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10Adapun prinsip-prinsip Good Governance meliputi: Partisipasi masyarakat, 

supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada 

consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. 

Dalam konteks good governance, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator 

dan katalisator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada 

semua komponen negara meliputi dunia usaha dan masyarakat, sehingga 

penerapan good governance  ditandai dengan terbentuknya kemitraan antara 

pemerintah, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dan masyarakat. 

Secara konseptual, dalam istilah good governance memilik dua 

pemahaman, diantaranya nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 

rakyat dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan 

sosial, dan aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.11 Good governance 

berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

nasional, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan 

efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.  

Kunci memahami good governance adalah pemahaman mengenai asas-

asas didalamnya. Bertolak dari asas-asas tersbut diperoleh tolak ukur kinerja 

suatu pemerintahan. Baik buruknya tata Kelola dapat dinilai jika ia telah 

berkaitan dengan semua unsur-unsur asas-asas good governance. Unsur-unsur 

utama kepemimpinan yang baik, akuntabilitas (tanggungjawab aparatur 

 
10 Muhammad Solikhudin, Good Governance Mengurai Penyelengaraan Negara Yang Bersih 

Dengan Maqashid Syariah (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 18. 
11 Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 208.  
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pemerintah atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya), 

transparansi (pemerintah bersifat transparan terhadap rakyatnya), keterbukaan 

(terbukanya kesempatan rakyat untuk menanggapi dan memberi aspirai 

terhadap pemerintah), aturan hukum (rule of law).  

Urgensi good governance dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia bukanlah hal baru, beberapa kegiatan telah pernah 

dilakukan diantaranya program pelayanan prima dan pelayanan terintegrasi 

yang di prakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, pembentukan Mal Pelayanan Publik. Konsep good 

governance (pemerintahan yang baik) berkaitan dengan penyelenggaraan tiga 

tugas dasar pemerintah, diantaranya: menjamin keamanan setiap masyarakat, 

mengatur struktur organisasi yang efektif untuk sektor publik, swasta dan 

masyarakat, memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya sesuai 

kebutuhan rakyat.12 Terwujudnya kepemerintahan yang baik akan berdampak 

pada terealisasinya kesejahteraan bagi masyarakat.  

Realisasi kemaslahatan (dalam konteks negara berupa kesejahteraan) 

tersebut, sejalan dengan konsep teori Maqashid Syariah (yaitu maksud syara’ 

dalam menetapkan hukum islam yang menjadi sebab untuk merumuskan 

hukum untuk kemaslahatan manusia).13 Maqasid dalam Bahasa arab 

(maqasid), yang artinya tujuan, sasaran, prinsip, niat, maksud, akhir. Maqasid 

Syariah merupakan maksud yang hendak dicapai hukum syara’ dengan 

membuka jalan menuju kebaikan dan menutup jalan menuju keburukan. Imam 

 
12  Muhammad Solikhudin, Good Governance Mengurai Penyelengaraan Negara Yang Bersih 

Dengan Maqashid Syariah (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 33. 
13 Mardani, Ushul Fiqh (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 333. 
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as-syatibi, berpendapat bahwa Tujuan Allah dalam menetapkan hukum ialah 

untuk maslahah umat manusia di dunia dan akhirat. Adapun klasifikasi 

maqasid menurut imam as-syatibi ada 3 tingkatan,  keniscayaan (daruruyyat), 

kebutuhan (hajiyyat), kelengkapan (tahsiniyyat).14 Daruriyat harus ada demi 

terjaganya kemashlahatan dunia dan akhirat. Jika tidak ada akan berdampak 

kerusakan di dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan yang dihasilkan ialah sejauh 

mana dharuriyyat tersebut hilang. Maqashid al- dharuriyyat terdiri dari lima 

yaitu: menjaga Agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Maqashid al-hajiyat 

ialah untuk menghapuskan kesusahan dari kehidupan manusia. Sedangkan 

Maqashid tahsiniyat ialah untuk menyempurnakan kedua Maqashid 

sebelumnya, dimana meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang 

mulia .15 

Dari konsep maqashid klasik, menurut Jasser Auda masih banyak 

kekurangan didalamnya dimana hanya terfokus pada kemaslahan individu, 

sehingga Jasser Auda mereformasi Maqashid Syariah dalam perspektif 

kontemporer, Maqashid Syariah yang dahulunya bernuansa protection, dan 

preservation, menuju Maqashid Syariah yang bercita rasa pengembangan dan 

pemuliaan hak-asasi manusia, serta pengembangan sumber daya manusia 

menjadi salah satu tema utama kemaslahatan publik masa kini.16 Beliau juga 

menggagas Maqaṣhid syariah dengan pendekatan sistem sebagai pisau analisis 

dalam kajian hukum Islam. untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai 

 
14 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Bandung: Mizan 

Pustaka, 2015), 31-32. 
15 Moh. Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi”, Jurnal Syariah dan 

Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 33. 
16 Hilmy Pratomo, “Peran Maqashid Syariah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem 

Penafsiran Al-Qu’an”, Al-Mu’ashirah Vol 16 No.1 Januar 2019, 99. 
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pendekatan dalam hukum islam, jasser auda membangun seperangkat kategori, 

diantaranya : cognitive nature (pemahaman dasar), wholeness (Keseluruhan), 

openness (keterbukaan), interrelated hierarchy (hirarki yang saling terkait), 

multi-dimensionality (multi dimensionalitas) dan purposefulness (orientasi 

tujuan) hukum Islam. 

F. Penelitian yang Relevan 

Penyusunan penelitian ini, penulis mencari beberapa informasi dari buku 

serta sumber lain baik dari jurnal maupun skripsi dengan maksud memperoleh 

informasi dari hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan 

bahan acuan dalam Menyusun penelitian. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan tema yang di angkat penulis: 

Skripsi yang disusun Salwa Nur Shabrina, dengan judul Partisipasi 

Warga Negara (Civic Participation) Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di 

Mal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis (Studi Deskriptif Pada 

Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi), Adapun fokus pembahasan dalam 

penelitian ini mengkaji terkait bagaimana partisipasi warga negara (civic 

participation), bentuk partisipasi warga serta upaya pemerintahan daerah demi 

terwujudnya masyarakat yang demokratis di Kota Bekasi melalui peningkatan 

partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan Mal pelayanan publik.17 

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama 

meneiti mengenai mal pelayanan publik, namun berbeda pada fokus kajian 

yang diteliti, Adapun perbedaanya pada penelitian tersebut meneliti partisipasi 

 
17 Salwa Nur Shabrina, “Partisipasi Warga Negara (Civic Participation) Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Publik Di Mal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis (Studi Deskriptif Pada 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi )”, Skripsi S1 Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, 6. 
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warga negara (civic participation) dalam pelayanan publik terpadu di Mal 

Pelayanan Publik, dari bentuk partisipasi, sampai dengan upaya dan kendala 

dalam peningkatan partisipasi warga negara oleh pemerintahan daerah untuk 

mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui Mal Pelayanan Publik. 

sedangkan dalam penelitian ini penulis, berfokus pada kebijakan 

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB 

dalam pelaksanaanya di daerah Kabupaten Batang, serta  seberapa  besar  

kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan 

kepada masyarakat ditinjau dari Maqasid Syariah. 

Skripsi yang disusun oleh dina nashiha putri akhirani, dengan judul 

“Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall 

Pelayanan Publik Di Kota Batam”. Adapun fokus pembahasan dalam 

penelitian ini tentang bagaimana eksistensi peraturan menteri tersebut 

kaitannya dengan teori kebijakan publik dalam rangka mengetahui sejauhmana 

pelaksanaanya mempermudah perizinan dikota batam, dan terkait pandangan 

siyasah Syariah tentang kemaslahatan dari peraturan menteri PANRB 

tersebut.18 Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini 

sama-sama mengkaji mengenai penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan 

Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun 

perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti mengenai pelaksanaan 

PERMEN PAN-RB Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 

 
18 Dina Nashiha Putri Akhirani, “Eksistensi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan 
Publik Di Kota Batam”, Skripsi S1 Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Univesitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 6. 
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Pelayanan Publik Demi terciptanya kemudahan dalam hal perizinan saja yaitu 

di kota batam dilihat dari teori implementasi kebijakan publik dan teori siyasah 

syar’iyah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis, berfokus pada kebijakan 

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB 

dalam pelaksanaanya di daerah Kabupaten Batang, serta  seberapa  besar  

kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan 

kepada masyarakat ditinjau dari Maqasid Syariah. 

Skripsi yang disusun oleh Firman Hidayat Lanang Drajat W, dengan 

Judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pengunjung Melalui 

Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa 

Timur)”. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini terkait bagaimana 

kadar kepuasan, dan loyalitas masyarakat serta mutu pelayanan, dalam mal 

pelayanan publik di banyuwangi.19 Perbedaan dan persamaan dengan 

penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian 

yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut peneliti mengukur 

kepuasan dari mutu pelayanan serta pengaruhnya terhadap loyalitas langsung 

ataupun tidak langsung. Sedangkan dalam penelitian penulis, berfokus pada 

kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri 

PAN-RB dalam pelaksanaanya di daerah Kabupaten Batang, serta  seberapa  

besar  kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan 

layanan kepada masyarakat ditinjau dari Maqasid Syariah. 

 
19 Firman Hidayat Lanang Drajat Wibowo, “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pengunjung Melalui Kepuasan Pengunjung (Studi Pada Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa 
Timur)”, Skripsi S1manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2018, 4. 



16 

Jurnal yang disusun oleh Ukrimatul Umam dan Adianto, dengan judul 

“Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Publik”. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini terkait kinerja 

MENPAN-RB dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Indonesia dengan 

Mal Pelayanan Publik serta sejauhmana efektifitas kebijakan penyelenggaraan 

mal pelayanan publik. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, 

penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai mengukur efektifitas 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, akan tetapi berbeda pada fokus kajian 

yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti mengenai 

kinerja MENPAN-RB dengan Mal Pelayanan Publik dalam upaya peningkatan 

pelayanan publik di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis, berfokus 

pada kebijakan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh 

Menteri PAN-RB dalam pelaksanaanya di daerah Kabupaten Batang, serta  

seberapa  besar  kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi 

peningkatan layanan kepada masyarakat ditinjau dari Maqasid Syariah. 

Jurnal yang disusun Oleh Nika Mareta Ramadani, Budhi Waskito, 

Agustuti Handayani, dengan judul “Pengaruh Kinerja Mall Pelayanan Publik 

(MPP) Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang”, 

Adapun fokus pembahasan kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang diukur darui kualitas kerja aparatur dalam Mal Pelayanan Publik.20 

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini sama-sama 

 
20 Nika Mareta Ramadani, Budhi Waskito, Agustuti Handayani, “Pengaruh Kinerja Mall 

Pelayanan Publik (MPP) Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang”, 
Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, 64. 
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mengkaji mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, akan tetapi 

berbeda pada fokus kajian yang diteliti, Adapun perbedaannya pada penelitian 

tersebut meneliti mengenai kinerja aparatur Mal Pelayanan Publik terhadap 

mutu Pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta pengaruh kinerja 

Mal Pelayanan Publik  terhadap mutu Pelayanan Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang. Sedangkan dalam penelitian penulis, berfokus pada kebijakan 

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang dibuat oleh Menteri PAN-RB 

dalam pelaksanaanya di daerah Kabupaten Batang, serta  seberapa  besar  

kebijakan tersebut memberikan dampak manfaat bagi peningkatan layanan 

kepada masyarakat ditinjau dari Maqasid Syariah. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Bentuk Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis 

empiris yaitu menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas. 

Yangmana data utama didapatkan dari lapangan, dari MPP Kabupaten 

Batang yang merupakan penyelenggara Mal Pelayanan Publik. Adapun 

bentuk penelitiannya kualitatif, Adapun metode dasar penelitian kualitatif 

ialah observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan konsep yaitu konsep Maqasid syariah. Jadi pendekatan dalam 

penelitian ini dimaksudkan dengan menganalisis pemecahan masalah 

dengan memadukan hukum yangmana berupa kebijakan pemerintah dan 

kenyataan dalam masyarakat serta maslahah yang dihasilkan.21  

 

 
21 Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 

2009), 103. 
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Batang, lebih spesifiknya 

penelitian dilakukan di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 

Batang yaitu di jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang. Adapun 

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian dikarenakan setelah 

diamati objek kajian  penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik faktanya belum semua 

daerahmenyelenggarakan, dan di provinsi jawa tengah sendiri masih 

sekitar 7 daerah salah satunya daerah kabupaten batang, MPP Kabupaten 

Batang banyak dijadikan lokasi Studi Banding MPP Daerah lain, serta 

fakta bahwa belum pernah ada penelitian di kabupaten batang sebelumnya 

yang mengkaji terkait penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan 

melaksanakan penelitian di tempat tersebut, penulis berharap bisa 

memperoleh hasil penelitian objektif dan komprehensif. 

3. Sumber Data 

Kegunaan data yaitu untuk mendapatkan gambaran terkait sesuatu 

kondisi atau permasalahan, dan untuk membantu dalam penyelesaian 

masalah. Dalam penelitian ini Data dan sumber data yang digunakan 

terdiri dari data primer dan data sekunder, Adapun sumber data didapatkan 

melalui: 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini Bahan Hukum primer diambil dalam bentuk 

observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa sumber, 

diantaranya bapak kepala bidang perizinan, ibu analisis kebijakn 
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hukum, pewakilan ombudsman jawa tengah. Data primer ialah data 

dalam bentuk kata-kata atau verbal yang diucapkan secara lisan, gerak-

gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang bisa dipercaya. 

Yang bersumber dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang. 

b. Data Sekunder  

Data yang didapat bukan dari sumber pertama atau bukan dari sumber 

aslinya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari 

PERPRES Nomor 89 Tahun 2021, UU Nomor 25 Tahun 2009, 

PERMENPAN-RB Nomor 92 Tahun 2021, dan peraturan lain yang 

terkait, teori maqashid syariah. Bahan hukum sekunder didapatkan dari 

buku, kajian pustaka, , jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum 

yang relevan dengan penelitian. 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara, percakapan untuk tujuan mendapatkan data dan 

informasi, percakapan dilakukan dengan kegiatan tanya jawab, 

dimana pewawancara yang memberikan pertanyaan dan 

terwawancara yang menjawab pertanyaan dari pewawanara. 

Wawancara dilakukan dengan instansi terkait diantaranya MPP 

Kabupaten Batang, Ombudsman Perwakilan Jawa tengah, Sekretaris 

daerah Kabupaten Batang. 
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b. Observasi, Teknik pengamatan dengan mengamati dan melihat 

sendiri, selanjutnya mencatat kejadian dan perilaku sebagaimana 

keaadaan sesungguhnya. Dalam teknik pengamatan ini peneliti dapat 

mengamati dan melihat langsung subjek dan objek yang dikaji, 

sehingga memungkinkan untuk mendapat data yang sulit didapatkan 

dalam wawacara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Mal 

Pelayanan Publik kabupaten batang dan di Website MPP. 

c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

data/dokumen yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan mal 

pelayanan publik dengan tujuan untuk mendapatkan dokumen yang 

benar dan diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Serta 

dokumentasi berupa kondisi di lapangan penyelenggaraan MPP di 

Kabupaten Batang. 

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya mengolah dan menganalisa data 

agar memperoleh data yang akurat yang dapat dipakai dalam menjawab 

pertanyaan permasalahan.22 Adapun dalam penelitian ini data yang 

diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu dengan 

menggali, menyusun secara sistematis data yang sudah kumpul 

selanjutnya mendeskripsikan/menampilkannya dalam bentuk uraian 

kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hasil penelitan, dan 

dapat membuat hasil kesimpulan yang mudah dipahami. 

 

 
22 Muslan Abdurrahman, Sosiologi Metode Penelitian Hukum, (Malang: Umm Press, 

2009),121. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika tulisan ini dibagi lima bab, yang setiap babnya terdapat sub-

sub bagian dengan tujuan pembahasan penelitian ini dapat tersusun sistematis. 

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoretik, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II menjelaskan mengenai konsep Good Governance meliputi 

pengertian Good Governance, elemen dasar Good Governance, prinsip-prinsip 

Good Governance, asas asas umum pemerinthan yang baik, faktor yang 

mempengaruhi terciptanya Good Governance, penyelenggaraan pelayanan 

publik sebagai perwujudan Good Governance, Mal Pelayanan Publik sebagai 

inovasi pelayanan dan Teori Maqashid Syariah meliputi pengertian Maqashid 

Syariah, dasar hukum teori Maqashid Syariah, konsep Maqashid Syariah 

klasik menurut al-syatibi, dan Maqashid Syariah kontemporer oleh Jasser 

Auda sebagai pembaharuan pemikiran Maqashid Syariah klasik.  

BAB III menjelaskan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di 

kabupaten batang. Meliputi gambaran umum kabupaten batang, Profil 

DPMPTSP koordinator penyelenggara MPP, penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik Kabupaten Batang. 

BAB IV menjelaskan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Batang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan kesesuaiannya dalam teori 

Maqashid Syariah. 
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BAB V Penutup, yaitu menjabarkan simpulan dari hasil penelitian dan 

saran untuk instansi penyelenggara MPP, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 

Kabupaten Batang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari Hasil Penelitian, pelaksanaan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021 

dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Batang dalam perspektif Maqashid Syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Hadirnya MPP di Pemerintah Kabupaten Batang, DPMPTSP sebagai 

Koordinator Penyelenggara MPP  dengan 25 Instansi dengan 330 Pelayanan 

merupakan realisasi dari kebijakan MENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017. 

Adapun dalam perkembangannya dasar hukum penyelenggaraan MPP 

berubah dengan hadirnya PERPRES Nomor 89 Taun 2021. Adapun 

rimplementasi dari peraturan tersebut dalam penyelenggaraan MPP di 

Kabupaten Batang. Dimana dalam Prinsip Penyelenggaraan MPP 

Kabupaten Batang, dari 6 prinsip, ada 3 prinsip yang belum terealisasi 

dengan baik. pengelolaan Website belum bisa memenuhi kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan masyarakat hal ini tidak memenuhi prinsip 

berdayaguna. Belum adanya evaluasi internal MPP serta laporan 

pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja MPP secara keseluruhan, hal 

ini tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Keterbatasan ketersediaan tempat 

yang belum bisa mengcover semua jenis pelayanan yang ada di pemerintah 

kabupaten batang hal ini kurang memberikan akses pelayanan mudah di 

beberapa pelayanan masyarakat ini kurang sesuai dengan asas aksesibilitas. 

Kemudian Tidak tersedianya dasar hukum berupa peraturan kepala daerah 
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sebagai dasar pembentukan MPP yangmana dapat berpengaruh terhadap 

kepastian hukum dan tidak melaksanakan PERPRES Nomor 89 Tahun 

2021Pasal 7, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggaraan MPP diatur 

dalam Peraturan Kepala Daerah. Pelayanan pengaduansudah tersedia 

dengan baik menggunakan formulir pengaduan secara langsung ke MPP 

atau melalui online. Pelayanan yang tersedia di MPP kabupaten Batang, 

masih dengan Pelayanan secara langsung/tatap muka, dan pelayanan online, 

belum adanya pelayanan mandiri dan pelayanan bergerak(mobil keliling 

MPP). Dari penjelasa diatas penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang 

dalam penyesuaian peraturan MPP yang baru belum dilaksankan secara 

maksimal.  

2. Maqashid Syariah, hadir sebagai dasar atau tolak ukur 

penetapan/pembentukan hukum islam, yangmana mengutamakan 

kemaslahatan umat manusia. Sehingga jika hal tersebut di sesuaikan dengan 

hukum nasional yang diterapkan di Indonesia, tidak akan berdampak pada 

kerugian akan tetapi sebaliknya. Kemaslahatan umat sama dengan 

kemaslahatan masyarakat, selaras dengan tujuan negara yaitu memberikan 

kesejahteraan masyarakat(maslahah). Reformasi pemikiran Maqashid 

Syariah yang di usung oleh Jasser Auda relevan dengan penyelenggaraan 

Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah dalam 

meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum. Dan dalam 

pelaksanaanya memerlukan sistem-sistem yang saling berkaitan untuk 

membantu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dari ke enam sistem 

yang diusung oleh jasser auda, memiliki kontribusi dalam penyelnggaraan 
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mal pelayanan publik harus adanya pemahaman/pengetahuan terhadap 

peraturan yang mengatur, tidak hanya berdasarkan pada logika berfikir dari 

pejabat pemerintah(Cognitive nature), diperlukannya keseluruhan sistem 

yang saling mendukung untuk terwujudnya penyempurnaan tujuan dari 

pembentukan MPP(Wholeness), Keterlibatan/keterkaitan semua unsur dari 

unsur yang paling bawah sampai unsur yang paling berwenang saling 

berpengaruh terhadap perwujudan pelayanan yang baik(Interrelated), 

dalam penyelenggaraannya sesuai dengan sistem multidimensionality 

menggabungkan instansi yang berbeda-beda latar belakang dalam satu 

tempat dan sistem kerja untuk mencapai tujuan, keterbukaan dalam rangka 

melihat kebutuhan masyarakat sekitar untuk menciptakan inovasi-inovasi 

perbaiki perlu dimana hal tersebut sudah diciptakan dalam MPP Kabupaten 

Batang(Openess), semua sistem diatas saling berkaitan erat untuk mencapai 

tujuan(maksud) dibentuknya suatu kebijakan dalam hal ini yaitu 

pembentukan mal pelayanan publik sebagai langkah peningkatan mutu 

pelayanan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Batang. 

B. SARAN  

Setelah diambil kesimpulan terkait penyelenggaran Mal Pelayanan Publik 

di Pemerintah Kabupaten Batang dalam perspektif Maqashid Syariah, 

selanjutnya peneliti akan memaparkan saran, dari apa yang yang sudah peneliti 

dapatdalam penelitian: 

1. Untuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, kedepannya dapat 

meningkatkan pelayanan media online, sebagai penguatan layanan berbasis 
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teknologi informasi (e-Services). Dan penyediaan pelayanan mandiri untuk 

lebih mempercepat pelayanan dan pelayanan bergerak untuk memudahkan 

masyarakat yang memungkinkan tidak bisa berkunjung langsung ke kantor 

MPP yang lokasinya di Pusat Kota. Dan untuk kedepannya agar di 

inisiasikan penggunaan data yang terintegrasi/data tunggal, yangmana ini 

merupakan salah satu sistem yang diusung dalam penyelenggaraan MPP. 

2. Segera dibentuknya Peraturan Kepala Daerah terkait mekanisme dan 

petunjuk teknis penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang, sebagai 

realisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur. Ini relevan dengan 

teori maqashid Syariah sistem cognitive nature. 

3. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang, mengingat dalam penyediaan 

Gedung MPP yang terbatas ruang, sehingga belum memungkinkan untuk 

mengcover semua pelayanan, untuk segera dilakukan peningkatan. Agar 

kehadiran MPP ini bisa maksimal dalam penyelenggaraanya. 

4. Untuk masyarakat, demi membantu terwujudnya kesejahteraan bersama, 

peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai. Dan tetap taati aturan yang 

berlaku. 
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